Pembangunan Gedung Baru Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kalimantan Selatan Dilanjutkan

Sumber gambar:
https://www.beritasatu.com/network/wartabanjar/114722/pembangunan-gedung-baru-dprd-kalsel-di-

banjarbaru-dilanjutkan

Memiliki konsep Rumah Adat Gajah Baliku, pembangunan gedung baru Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan (Kalsel) yang berada di kawasan
Perkantoran Pemprov Kalsel, di Banjarbaru terus dilanjutkan di 2024.

Diketahui, Kota Banjarbaru merupakan Ibu Kota Provinsi Kalsel sehingga
perkantoran harus di Banjarbaru, termasuk kantor baru DPRD Kalsel yang mulai
dibangun.

Sekretaris DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Jaini mengatakan, gedung baru
DPRD Kalsel dibangun dengan luas lahan sekitar 2,9 hektare dan sudah diekspos oleh
konsultan perencanaannya dari PT Asta Kencana Astra Metama.

“Maka dari itu, pembuatan Rancang Bangun Rinci (Detail Engineering Design)
yang disebut DED sudah dilaksanakan di APBD perubahan 2023 sebesar Rp3,8 miliar
dan jumlah perkiraan keseluruhan anggaran untuk pembangunan gedung baru DPRD
Kalsel mencapai Rp264 miliar,” kata Jaini, di Banjarmasin, Selasa (20/2/2024).

Diutarakan Jaini, dari luas lahan itu rencananya akan dibangun tiga gedung,
seperti gedung utama dengan anggaran Rp48,9 miliar, gedung ruang rapat paripurna dan
aula.

“Gedung utama rencananya akan dibangun tiga lantai, seperti di lantai 1 untuk
ruang rapat dan ruang Komisi DPRD dan perpustakaan, lantai 2 digunakan untuk ruang
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Fraksi DPRD yang dilengkapi dengan pantry, toilet dan mushalla serta kamar untuk
beristirahat para pimpinan dan anggota DPRD, lantai 3 akan dibuat ruangan untuk
Pimpinan, Sekretaris DPRD Provinsi Kalsel dan Sekretariat DPRD Provinsi Kalsel,
seperti administrasi keuangan dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), yakni Badan
Anggaran (Banggar), Badan Musyawarah (Banmus) dan Badan Pembentukan (BP)
Peraturan Daerah (Perda). Sedangkan, gedung rapat paripurna rencananya akan dibangun
dua lantai dan aula satu lantai yang dilengkapi dengan sarana olahraga dan tempat
ibadah,” tutur Jaini.

Lebih jauh Jaini menerangkan, pembangunan gedung baru DPRD Kalsel yang
juga akan dilanjutkan di 2025 itu, tergantung kemampuan keuangan daerah karena
sifatnya bukan proyek multiyears.

“Memang nantinya kita melihat kesiapan anggaran dan komitmen Pimpinan
DPRD Kalsel. Mudah-mudahan gedung DPRD Kalsel bisa selesai 1 hingga 2 tahun
kedepannya,” jelas Jaini.
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Catatan:
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

% Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah
rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah
rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.

% Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai
kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

%% Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan

maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
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PENERIMAAN PEMBIAYAAN

1. Sisa lebih perhitungan
anggaran TA sebelumnya
(SILPA)

2. Pencairan dana cadangan

3. Hasil penjualan kekayaan
daerah yang dipisahkan

4. Penerimaan pinjaman daerah

5. Penerimaan kembali
pemberian pinjaman

6. Penerimaan piutang daerah

PENGELUARAN PEMBIAYAAN |

| PAD
1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah 1. Belanja pegawai
3. Hasil penjualan kekayaan 2. Bunga
daerah yang dipisahkan 3. Subsidi
4. Lain-lain pendapatan asli 4. Hibah
daerah yang sah 5. Bantuan sosial
DANA PERIMBANGAN 6. Belanja bagi hasil
7. Bantuan keuangan
1. Dana Bagi Hasil 8. Belanja tidak terduga
2. Dana Alokasi Khusus
3. Dana Alokasi Umum
LAIN - LAIN PENDAPATAN BELANJA LANGSUNG
DAERAH YANG SAH
1. Hibah tidak mengikat 1. Belanja pegawai
2. Dana darurat dari 2. Belanja barang dan jasa
pemerintah 3. Belanja modal
3. Dana bagi hasil pajak dari
provinsi ke kab/kota

4. Dana penyesuaian dan
dana otonomi khusus

5. Bantuan keuangan dari
provinsi atau dari
pemerintah daerah lainnya

1. Pembentukan dana cadangan
2. Penyertaan modal (investasi)
3. Pembayaran daerah hutang
4. Pemberian pinjaman
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